BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Bahwa aspek hukum administrasi pelayanan penanganan ancaman teror bom
oleh unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu berdasarkan
pada Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri  No.Pol.
SKEP/120/V111/2007, pelayanan dalam penanganan ancaman teror bom
dilakukan secara responsibilitas secara maximal, laporan masyarakat
ditanggapi secara cepat menuju TKP ancaman teror bom. Birokrasi perizinan
pelaksanaan tugas secara tertulis memerlukan waktu agak lama, untuk
mengatasi birokrasi yang sangat berjenjang tersebut, apabila terjadi ancaman
bom yang mendadak dan memerlukan penanganan segera, Kasat Brimob
dapat melakukan diskresi memerintahkan secara lisan kepada personil gegana
untuk langsung melaksanakan tugas secara cepat dan segera di TKP teror
bom. Masalah proses izin pelaksanaan tugas secara tertulis dari atasan dapat
dilakukan menyusul secepatnya pada saat pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh bagian yang tidak bertugas di lapangan.

2. Bahwa faktor yang mempengaruhi responsibilitas Unit Jibom Detasemen
Gegana Sat Brimobda Bengkulu terbagi dua, yaitu secara internal masih
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minim anggota unit Jibom yang telah mengikuti pendidikan kejuruan ataupun
lanjutan Jibom, peralatan unit Jibom yang mengalami kerusakan. Secara
eksternal kondisi jalan yang sering macet, luasnya wilayah yang di back up
unit jibom, adanya gedung yang tidak memiliki denah/sketsa ruangan, masih
adanya pengelolah gedung yang tidak memberikan ijin untuk memeriksa

ruangan tertentu.

B. Saran
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya maka dari kesimpulkan diatas dapat pahami bahwa
responsibilitas unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu dalam
pelayanan kepada masyarakat masih buruk atau masih kurang bertanggung jawab
karena ketanggapannya dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat
terhadap ancaman teror bom masih perlu untuk ditingkatkan dan diperhatikan.

Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1) Agar dalam rangka meningkatkan pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana
Sat Brimobda Bengkulu terhadap adanya ancaman teror bom, Detasemen
Gegana Sat Brimobda Bengkulu dalam penggunaan kekuatan anggota
disesuaikan tugas pokok masing-masing unit khususnya unit Jibom hanya
bertugas dalam penanganan penjinakan bom, melakukan peningkatan
kemampuan dengan melaksanakan latihan rutin dan memprioritaskan unit

Jibom mengikuti pendidikan kejuruan.
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2)

3)

Agar dalam rangka meningkatkan responsibilitas Unit Jibom Detasemen
Gegana Sat Brimobda Bengkulu terhadap laporan adanya ancaman teror bom
yaitu mempermudah jalur birokrasi pelaporan dan penggunaan kekuatan Unit
jibom terkait adanya ancaman teror bom dengan masyarakat dapat langsung
melaporkan ancaman teror bom ke Piket Unit Jibom sehingga Detasemen
Gegana harus membentuk Pos Pelayanan Ancaman Bom yang memiliki Call
Center, dan disosialisasikan melalui pamlet-pamlet dan brosur-brosur ke
masyarakat.

Agar menindaklanjuti faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas Unit
Jibom dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membuat jaringan
komunikasi langsung antara Posko Piket Unit Jibom Detasemen Gegana Sat
Brimobda Bengkulu dengan tempat-tempat strategis yang memungkinkan
untuk mendapat ancaman teror bom oleh Polda Bengkulu, dan menerapkan
Manajemen pada perusahaan swasta terhadap unit Jibom yaitu menerapkan
pemberian sanksi jika dalam masyarakat mengalami kekecewaan terhadap
kecepatan pelayanan yang dilakukan unit Jibom terkait dalam penanganan

ancaman bom.
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